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ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatatrilineal
memandang masalah perkawinan sebagai sesuatuvgeerysing sangat penting,
karena perkawinan merupakan pelanjut garis ketaruienurut hukum adat
perkawinan yang paling ideal adalah pulang ke anakak. Apabila perkawinan
sesuku ini terjadi maka pelaku perkawinan ini akigadili dan dijatuhi sanksi
adat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas ada bebeeapasalahan yang akan
penulis bahas dalam penelitian yaitu: 1) faktotdalapa yang melatarbelakangi
terjadinya perkawinan sesuku dalam Kenagarian Sukggm, 2) apa saja sanksi
adat yang diberikan pemuka adat terhadap perkawsesoku di Kenagarian
Sungai Asam, 3) bagaimana proses penetapan sad&siterhadap pelaku
perkawinan sesuku di Kenagarian Sungai Asam, 4)aibepa tata cara
pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku ped@sesuku di Kenagarian
Sungai Asam.

Untuk menjawab persoalan diatas, maka penulis mktak penelitian dengan
menggunakan metode penelitian hukum sosiologisfu ygienelitian yang
dilakukan di lapangan untuk memperoleh data primeglalui wawancara
langsung dengan responden vyaitu orang-orang yangpalpe melakukan
perkawinan sesuku damnik mamakyang memberikan sanksi. Disamping itu
penulis juga melakukan studi dokumen dengan mernapelzahan kepustakaan
dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini

Berdasarkan basil penelitian ini dapat penulis silkgn yaitu : 1) faktor yang
melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesuku dnagarian Sungai Asam
Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya pemahdvesyarakat
Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariambadép hukum adat
terutama remaja, hilangnya peran mamak terhadaperhakan di rumah
gadangnya, banyak masyarakat Sungai Asam yang pergintau ke daerah lain
sejak mereka kecil. 2) sanksi-sanksi adat terhadgkp perkawinan sesuku ada
dua yaitu sanksi buang saro' dan samkanabiah saikua kacdkerbau putih).
Sanksibuang saro'di berikan apabila perkawinan sesuku dilakukan rantaa
orang yang mempunyai hubungan darah dengannyaygletasanksmandabiah
saikua kace diberikan apabila perkawinan sesuku dilakukan gden orang
sukunya sendiri yang memiliki ninik mamak yang saetapi tidak mempunyai
hubungan darah. 3)mengenai proses pemberian samgdap perkawinan
sesuku putusannya diambil dalam musyawarah aniark mamak dari suku
yang bersangkutan. 4) Apabila perkawinan itu dikalku antara 2 (dua) orang
yang memiliki hubungan darah maka sanksi yang idideradalatbuang sara’
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perbuatan mulia dan palen
kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupan man@&idah menjadi
sunnatullah bahwa sesuatu dijadikan tuhan berpgsasengan. Begitupun
manusia dijadikann Allah SWT dua jenis, laki-lakandperempuan. Untuk
mengikat kedua jenis laki-laki dan perempuan datamtu ikatan yang syah,
maka dilakukan perkawinan.

Masyarakat Minangkabau memandang masalah perkawseaagai
suatu peristiwa yang sangat penting artinya, kapar&awinan tidak hanya
menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi jugayamgkut orang tua dan
seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam ksalsakan suatu
perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak dapat dndrgrpedoman pada
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawimatainkan perlu juga
mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukgama dan hukum
adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yemyatakan bahwa
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurdutmu masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu”. Di samping hukgama juga perlu
mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Mkebau.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1%ftang

Perkawinan yang merupakan hukum perkawinan nasiomgil setiap warga



negara, belum berarti bahwa di dalam pelaksanad@pman di kalangan
masyarakat sudah terlepas dari pengaruh hukumsathaai hukum rakyat
yang hidup dan tidak tertulis.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan parataalam
pelaksanaannya. Menurut hukum adat Minangkabau &abmang dilarang
kawin dengan orang dari suku yang sama. Garis ledr di Minangkabau
ditentukan menurut garis keturunan ibu, garis ketan ibu yang menentukan
suku seseorang. Sistem perkawinannya disebut degiggogami matrilokal
atau eksogami matrilinealaitu suatu sistem dimana perkawinan dilakukan
dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda.

Larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bwagyarakat
Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabamamsang bahwa
hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluargajhmardapatnya
pelanggaran terhadap ketentuan tidak dibolehkanmglakukan perkawinan
sesuku tersebut, tentunya tidak sesuai dengan apg telah diatur oleh
hukum adat dan itu mencerminkan bahwa keberaddamhadat dewasa ini
semakin melemabh.

Menurut Hukum Islam terdapat ketentuan-ketentudiwhaorang tidak
boleh mengikat tali perkawinan dan pertalian yanigeltbt muhrim,
disebabkan pertalian darah, pertalian perkawinan matalian sepersusuan.
Berpilin duanya antara adat dan Agama Islam di Mgkabau membawa

konsekuensi sendiri. Baik ketentuan adat maupuenkein agama dalam

! Amir M.S. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang MinaRy. Mutiara
Sumber Widya, Jakarta, 2001. him. 24



mengatur hidup dan kehidupan masyarakat Minang tadipat diabaikan,
khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Keduanaiturdnarus dipelajari
dan dilaksanakan dengan cara serasi, seiring jarse

Pelanggaran terhadap salah satub ketentuan adgiumdetentuan
agama Islam dalam masalah perkawinan akan nmemikavsgkuensi dalam
kehidupan bahkan berkelanjutan pada keturunan. ngara melakukan
perkawinan sesuku sekarang ini bagi masyarakat iMdkebau ada kalanya
tidak diperhatikan lagi, ada diantara masyarakaigymelanggar ketentuan
tersebut, seolah-olah peraturan itu hanyalah sebagéing dari peraturan
adat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penild&n anencoba
membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “SHANKDAT
TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DALAM KANAGARIAN SUNGAI

ASAM KABUPATEN PADANG PARIAMAN".

. Perumusan Masalah
Dari latar belakang yang diuraikan di atas makaupesan masalah
yang penulis kemukakan adalah:
1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadipgekawinan sesuku di
Kanagarian Sungai Asam Kabupaten Pariaman?
2. Bagaimana pandangan masyarakat adat terhadap kasirku dan apa

saja sanksi-sanksi adat yang diberikan pemuka tethadap pelaku

2 Ibid, him. 25



perkawinan sesuku tersebut yang terjadi di Kenagafungai Asam
Kabupaten Padang Pariaman?

3. Bagaimana proses penetapan dan penerapan sankserdalap pelaku
perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabop&adang

Pariaman?

C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebablerjadinya
perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asam Kabkuop&adang
Pariaman.

2. Untuk dapat mengetahui sanksi-sanksi yang diberigbah pemuka-
pemuka adat terhadap pelaku perkawinan sesuku miad&mian Sungai
Asam Kabupaten Padang Pariaman.

3. Untuk mengetahui proses penetapan dan penerapksi saat terhadap
pelaku Perkawinan sesuku di Kanagarian Sungai Asalpupaten Padang

Pariaman.

D. Manfaat Penélitian
Manfaat dari rencana penelitian ini tidak hanyajdkan bagi penulis
sendiri, namun juga bagi masyarakat adat yang ited@aam praktek
penegakan hukum adat secara keseluruhan. Olehakdignmanfaat dari

penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:



1. Manfaat teoritis, yaitu :
a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan damgdhukum pada
umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat
b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memtariksumbangan
pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikanmisangan
pemikiran kepada pemuka adat mengenai masalahvpegasesuku.
b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat digunakentuk lebih
memahami aspek hukum mengenai perkawinan sesuku.
c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagainsamaformasi bagi

penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian
Guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai balaam
penulisan ini maka metode yang digunakan dalam liianeini adalah:
metode yuridis sosiologigsocio-legal research)yaitu pendekatan masalah
melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukgang berlaku dan
menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengayanakat dihubungkan

dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.



1. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian inlisdda

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atalalune

penelitian lapangaifield research) untuk memperoleh data primer

ini, maka akan dilakukan wawancara pihak- pihakgygarkait yaitu

pada Pemuka Adat, dan bahan- bahan yang erat kygdtatbengan

bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, ppatpara sarjana,

literature, dan sebagainya .

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang penulis gunakan

sebagai acuan dalam penelitian ini, antara ladirietari :

a)

b)

d)

f)

Muhammad Radjab tentang Sistem Kekerabatan di
Minangkabau Tahun 19609.

Soerjono Soekanto tentang Hukum Adat Indonesia dahu
2003.

Amir Syarifudin tentang Pelaksanaan Hukum Kewariséam
dalam Lingkungan Adat Minangkabau Tahun 1984.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)
Sumbar tentang Pelajaran Adat Minangkabau Tahuid.198
Perpustakaan Hukum Universitas Andalas (UNAND).

Pustaka Daerah.



2)

3)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer :

a. Literatur / buku-buku yang berkaitan dengan peia@lipenulis.

b. Makalah

Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dannsiek,

misalnya Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamusruku

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang hendak dikumpulkan terdiri dari data prindan

sekunder.

a. DataPrimer

1)

2)

Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti
mengadakan pengamatan secara langsung atau tamperlahdap
gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengaméta dilakukan
di dalam keadaan yang sebenarnya maupun dilakuledamd
situasi buatan khusus yang diadakan.
Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan regpond
atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancpeaeliti
mempersiapkan daftar pertanyaan sedemikian rupaftarDa

pertanyaan berupa seni terstruktur artinya dafeatapyaan telah



disusun secara terstruktur, namun kalau ada isg parkembang
dan berguna sekali untuk peneliti, terkait dengaasatah yang
diteliti maka peneliti akan menanyakan langsungakieresponden
atau informan.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui:
1) Studi Kepustakaan
Mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan
perkawinan dan sanksi adat terhadap perkawinaksesu
2) Studi Dokumen
Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan
sanksi adat terhadap perkawinan sesuku yang déakuieh

masyarakat adat.

3. Pengolahan Dan Analisis Data
Data yang telah terkumpul diolah sedemikian ruptuya
a. Pengolahan Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukangp&han
data, untuk itu digunakan beberapa cara :
1) Coding
Setelah jawaban-jawaban diedit, kemudian diberddasianda /

kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganddita.
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2) Editing
Untuk memeriksa jawaban dari pertanyaan yang dimugada
responden sudah dapat dipertanggungjawabkan semtak u

membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responde

. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis secaratétiflyaitu
analisis yang dilakukan terhadap data berdasg&eaturan yang ada,
pandangan para pakar, yang diuraikan melalui kegaraketerangan

yang ada.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kesrdgn Sungai Asam

Kabupaten Padang Pariaman, penulis akan mengemukdlaberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinsesuku di
Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariamalaha#tarena
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukumtexdadma remaja
yang disebabkan karena orang tua tidak memperkamatkikum adat
yang berlaku di daerah tempat tinggal mereka. Rénlem sesuku di
Kenagarian Sungai Asam ini juga dilatarbelakangreka banyak
penduduk Kenagarian Sungai Asam yang pergi merasgadaerah lain
sehingga mereka tidak tahu lagi adat mereka.

2. Perkawinan sesuku yang dilarang di Kenagarian SuAgam adalah
perkawinan sesuku yang dilakukan oleh anak kemenalai ninik
mamak yang sama dan tinggal di nagari yang samsanBan yang
melangsungkan perkawinan sesuku akan mendapatkksi bBaang saro’
danmandabiah saikua kaceBuang saro’yaitu dibuang sepanjang hayat,
orang tersebut akan diusir dari kampungnya dark taiaolehkan untuk
kembali sebelum menyesali kesalahannya dan memiagd kepadainik

mamakdengan cara membuat sebuah perjamuan memotongr gaek

61
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(sapi) dan mengakhiri perkawinannyguang saro’diberikan pada orang
yang melakukan perkawinan sesuku yang mengawireéngauan yang
memiliki hubungan darah. Sedangkan sanksindabiah saikua kace’
yaitu ia (pelaku perkawinan sesuku) tidak akan wéa&ailia samudiak
dalam pergaulan bermasyarakat di kampungnya. Malsuld tidak akan
diundang atau diikut sertakan apabila ada acalek)(di kampungnya,
sampai dia dapat membayar denda yai&uindabiah saikua kace'

. Sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perkawisesuku ini
terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh paraniknimamak Narnun
sebelumnya ninik mamak harus menyelidiki dan memaufakta yang
kuat tentang kesalahan kemenakannya. Setelah terbekar bahwa
kemenakannya itu telah melakukan perkawinan sedgtulah sanksi
diputuskan.

. Apabila perkawinan itu dilakukan antara 2 (dua)ngrayang memiliki
hubungan darah maka sanksi yang diberikan ad&lahng sara’
Pelaksanaan sanWsilang saroadalah dengan cara meminta kepada yang
bersangkutan untuk pergi dengan sukarela, tapiilapaktidak mau pergi
dari kampungnya secara sukarela ia akan diusiragxksa oleh orang
kampungnya. la baru boleh kembali ke kampungnyelaeia menyadari
kesalahannya dan memutuskan perkawinannya sertantaemaaf di
depan ninik mamak dan kaumnya dengan memotong iseagb Apabila
perkawinani itu dilakukan oleh orang yang sesukapietidak memiliki

hubungan darah maka setelah sanksi dijatuhkan daphapelaku
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perkawinan sesuku akan dikucilkan dalam pergauidmphbermasyarakat
ila tidak dibawa sailia samudiak oleh orang kampyagsampai ia
membayar denda yaitmandabiah saikua kac&lan mengundanginik

mamakdalam sebuah perjamuan.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di iganan Kabupaten

Padang Pariaman, penulis mencoba mengemukakarapalsaran

1. Penulis menyarankan agar para pemuka adat di Keaadgaungai Asam
Kbupaten Padang Pariaman sering mengadakan peayuualat mengenai
perkawinan dan larangan-larangannya, agar kemes@menakannya
mengetahui dan tidak melupakan aturan adatnya.

2. Kepada mnasyarakat Kenagarian Sungai Asam Kabup&®&tang
Pariaman agar tetap melestarikan budaya dan adaleygan cara
mematuhi dan menjalankannya. Sebelum melakukanakard yang
dilarang oleh hukum adat harus memikirkan dampakgytmbul dari
perbuatan tersebut baik terhadap keluarga dan &enabupun keturunan

berikutnya.
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